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Abstrak 

Pajak adalah salah satu peran penting dalam kelangsungan pembangunan serta belanja negara pada suatu negara 

yang didapatkan melalui iuran masyarakat. Sesuai dengan APBN, penerimaan pajak di Indonesia belum 

sepenuhnya mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan 

modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder serta 

menggunakan convenience sampling dan sampel yang digunakan adalah 100 responden. Data penelitian dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan 

kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu 

variabel sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara 

parsial berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak, namun variabel pemeriksaan pajak secara 

parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 

Kata Kunci-sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, wajib pajak orang pribadi non karyawan 

Abstract 

Taxes are on of the important roles in the continuity of development and state spending in a country which is 

obtained through public contributions. However, according to the state budget, tax revenues in Indonesia have not 

yet fully reached the target. This study aims to determine the effect of the Modern Tax Administration System, Tax 

Audit and Quality of Fiscal Services on Non-Employee Individual Taxpayer Compliance at the Pratama Tax 

Service Office, West Serang in 2020. This research is a quantitive using primary data obtained through 

questionnaires and secondary data using convenience sampling and sample used is 100 respondens. The research 

data were analysed using descriptive statistics, multiple regression analysis and hypothesis testing. The results of 

this study indicate that the modern tax administration system, tax socialization, tax audits and the quality of tax 

services simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. In addition, the variables of modern tax 

administration system, taxation socialization and the quality of tax services partially have a significant positive 

effect on taxpayer compliance, but tax audit partially have no significant effect on taxpayer compliance.  

 

Keyword-modern tax administration system, tax socialization, tax audit, fiscus service quality, individual taxpayer 

compliance, non employee individual taxpayer 

I. PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak merupakan salah satu peranan yang sangat 

penting demi kelangsungan pembangunan dan belanja pada suatu negara. Bukan hanya sebagai sumber pendanaan 

atas pembangunan, pajak pun menjadi sarana untuk masyarakat ikut serta dalam membantu pelaksanaan 

pembangunan. Pajak yang mempunyai sifat memaksa yang menuntut masyakarat agar berperan aktif dalam 
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penyelenggaraannya yang dimana bisa meningkatkan kepatuhan dari masyarakat. 

Kepatuhan mempunyai arti patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dengan adanya kepatuhan agar terlaksana dengan baik, maka diperlukan pengawasan dalam proses 

perpajakan agar penerimaan pajak dapat optimal. Sesuai dengan prinsip kepatuhan perpajakan yang dimana 

tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang telah ditetapkan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. 

Secara umum berdasarkan bidang perpajakan, prinsip kepatuhan dapat dipahami secara sederhanan dan 

komprehensif. Secara sederhana berkaitan dengan seberapa mampu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena kepatuhan pajak bukan hanya 

bagaimana sikap untuk membayar pajak yang takut kepada sanksi dari hokum pajak yang berlaku namun 

menimbulkan rasa tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Sedangkan secara komprehensif terdapat 

kepatuhan perpajakan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. 

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Serang Barat karena terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan antara KPP Pratama Serang Barat dan KPP Pratama Serang Timur yang 

menyatakan bahwa rasio realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Serang Timur lebih tinggi dibandingkan 

dengan KPP Pratama Serang Barat serta kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serang Barat lebih rendah 

dibandingkan KPP Pratama Serang Timur. Maka dari pada itu, penulis tertarik memilih KPP Pratama Serang Barat 

sebagai objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya rasio realisasi penerimaan 

pajak dan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Sistem Administrasi 

Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP 

Pratama Serang Barat Tahun 2020)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi 

perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus wajib pajak orang pribadi non karyawan yang 

terdaftar di KPP Pratama Serang Barat, serta bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, 

sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan maupun secara parsial 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat. 

 

II. TINJAUAN LITERATUR 

A. Dasar Teori Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan agar wajib pajak taat, tunduk dan patuh serta wajib pajak 

melakukan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 

2017:193). Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mampu memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan 

mampu memenuhi peraturan yang berlaku baik memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya 

(Widyowati, 2015:7). 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator dalam variabel kepatuhan wajib pajak yaitu, aspek ketepatan 

waktu, aspek income atau pendapatan, aspek law enforcement atau pengenaan sanksi, dan aspek lainnya. 

 

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Administrasi perpajakan merupakan kegiatan penatauhsaan dan pelayanan yang dilakukan setiap orang yang 

ada di suatu organisasi dalam menjalankan hak dan kewajiaban perpajakannya (Sasmita, 2019). Dalam sistem 

administrasi pajak mengenai perubahan atas hasl pengelolaan sangat mempengaruhi dan berguna untuk memenuhi 

tuntutan berbagai pihak sebagai penanggung jawab kepentingan terhadap pajak (Ariesta, 2017). Maka, sistem 

administrasi perpajakan modern merupakan suatu kegiatan dalam perpajakan dalam hal bidang administrasi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara 

Pada saat perkembangan mengenai sistem administrasi perpajakan yang telah rampung sebelumnya, 

pemerintah terus memberikan pelayanan yang terbaik agar wajib pajak dapat dengan mudah mengetahui dan 

memahami kewajiban perpajakan yang dilakukan. Oleh karena itu, teknologi dengan mudah menguasai beberapa 

aspek dari keinginan dan kebutuhan manusia sehingga akan memudahkan sistem administrasi perpajakan yang 

harus segera di modernisasikan 

Dalam penelitian ini, terdapata beberapa indikator dalam variabel sistem administrasi perpajakan modern yaitu, 

struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan 

pelaksanaan good governance. 

 

2. Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam proses memberikan informasi perpajakan untuk 

menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, lembaga 

pemerintah serta non pemerintah agar bisa dipahami, disadari, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 
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Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator variabel sosialisasi perpajakan yaitu, media informasi, slogan, 

cara penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, dan kegiatan penyuluhan. 

 

3. Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak merupakan suatu program mengumpulkan dana, mengolah data, keterangan, dan bukti yang 

dilaksanakan secara objektif serta professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan 

atas pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. 

Tugas pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan kepatuhan 

atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak diwajibkan melakukan pemeriksaan untuk memeriksa 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak serta bertujuan dalam rangka melaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

Pelaksanaan untuk pemeriksaan pajak dalam memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak dilakukan untuk mencari kebenaran atas Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan, dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan keadaan atau kegiatan usaha dari wajib pajak. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator variabel pemeriksaan pajak yaitu, SPT lebih bayar, SPT rugi, 

SPT tidak atau terlambat disampaikan, dan melakukan penggabungan, peleburan, pemekarana, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

 

4. Kualitas Pelayanan Fiskus 

Pelayanan publik merupakan suatu program aktivitas dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan untuk setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan adalah jasa untuk menyediakan segala kebutuhan maupun memberikan segalanya yang dibutuhkan 

dengan baik, sedangkan fiskus merupakan petugas pajak yang membantu dan menyiapkan semua yang dibutuhkan 

oleh seorang wajib pajak (Sari, 2017). 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator variabel kualitas pelayanan fiskus yaitu, motivasi kerja 

pegawai pajak, perilaku pegawai pajak, kemampuan pegawai pajak, pengawasan secara internal maupun eksternal 

dan komunikasi yang baik antar unit organisasi. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program reformasi sistem administrasi perpajakan modern secara 

komprehensif. Program tersebut lebih modern dan menyesuaikan dengan perkembangan dunia digitaliasi. Fasilitas 

infrastruktur yang menjadi standar setiap kantor wilayah (kanwil) modern DJP adalah fitur complain center. 

Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu faktor yang sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. 

Sistem administrasi perpajakan modern memudahkan Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak agar bisa membayar pajak dengan efektif dan efisien, serta hal tersebut akan berdampak baik untuk negara 

dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern sehingga akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Putri, 2019) dan (Ariesta & Latifah, 2019) yang menyatakan bahwa sistem 

administrasi perpajakan modern dalam hal struktur organisasi, prosedur organisasi, stratetgi organisasi dan budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H1: Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sosialisasi perpajakan menjadi peran penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi 

perpajakan merupakan sebuah aktivitas dalam memberdayakan wajib pajak dengan pengertian, informasi serta 

membina wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar wajib pajak mudah memahami 

terkait perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi perpajakan intensif dan mudah 

dimengerti oleh wajib pajak akan memudahkannya untuk menyetor dan melaporkan tepat waktu sehingga akan 

terjadinya kepatuhan wajib pajak pada jumlah penerimaan pajak. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Siahaan, 2018) dan (Putri & Saleh, 2018) yang menyatakan bahwa 

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

H2: Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pemeriksaan merupakan salah satu rangkaian dalam 

mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, bukti, dan/atau bukti yang telah dilakukan secara objektif dan 

professional atas dasar suatu standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan 
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pajak menjadi salah satu penegakan hokum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka self assessment system 

(Sucandra & Supadmi, 2016). Maka, pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam salah 

satu faktor yaitu mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak 

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan penelitian (Asterina & Septiani, 2019) dan (Siallagan, 2021) bahwa 

pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H3: Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak harus memberikan penilaian yang baik dan 

memuaskan agar informasi yang didapatkan pun sesuai dengan yang disampaikan dan terwujudunya wajib pajak 

yang taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. Kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak dapat dilihat atas bagaimana fiskus memberikan 

informasi atau kebutuhan yang lain tentang pajak. Maka, pelayanan fiskus yang diberikan pun mencakup atas 

kemampuan dan sikap fiskus kepada wajib pajak. Selain itu, dengan kegiatan yang mendukung wajib pajak bisa 

melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak antara lain petugas pajak yang komunikatif dalam 

menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak tanggap dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi 

wajib pajak terkait dengan pajak, dan petugas pajak menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi 

dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Saleh, 2018), (Subhan, 2021), dan (Susmita & 

Supadmi, 2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

H4: Kualitas Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, didapatkan kerangka pemikiran pada penelitian kali ini yaitu seperti 

dibawah ini: 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Olahan penulis (2021) 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini ialah memakai metode kuantitatif serta teknik 

pengumpulan data yang dipakai ialah memakai kuesioner dengan perhitungan skala likert. Penelitian ini memakai 

teknik analisis statistik deskriptif serta dilakukan analisis dengan memakai analisis regresi linear berganda. 

Populasi pada penelitian ini memakai wajib pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang tercatat pada KPP Pratama 

Serang Barat tahun 2020 memakai convenience sampling serta sampel yang dipakai sebanyak 100 sampel. 

Penelitian ini memakai teknik analisis statistik deskriptif serta dilakukan analisis dengan memakai analisis 

regresi linear berganda dengan memakai sebagai berikut: 

 

KWP = ɑ + ß1SAPM1 + ß 2SP2 + ß 3PP3 + ß 4KPF4 + e 

 

Keterangan: 

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak 

ɑ = Konstanta 
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ß1 ß 2 ß 3 ß 4 ß 5 = Koefisien Regresi 

SAPM = Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

SP = Sosialisasi Perpajakan 

PP = Pemeriksaan Pajak 

KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus 

e = Kesalahan Regresi/ error 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perhitungan secara statistik dengan memakai bantuan SPSS 25. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam analisis statistik deskriptif pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1) memiliki hasil 

rata-rata dari total skor sebesar 73%. Sehingga seluruh pernyataan sistem administrasi perpajakan modern berada 

pada tergolong baik. 

Dalam analisis statistik deskriptif pada variabel Sosialisi Perpajakan (X2) memiliki hasil rata-rata dari total skor 

sebesar 78.5%. Sehingga seluruh pernyataan sosialisasi perpajakan tergolong pada kategori baik. 

Rata-rata total skor dalam analisis statistik deskriptif variabel Pemeriksaan Pajak (X3) ialah 70.1%. 

Sehingga seluruh pernyataan pemeriksaan pajak tergolong pada kategori baik. 

Dalam analisis statistik deskriptif pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) menunjukkan rata-rata dari total 

skor sebesar 80.5%. Sehingga seluruh pernyataan kualitas pelayanan fiskus tergolong kategori baik.. 

Pada analisis statistik deskriptif pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan rata-rata dari total nilai 

sebesar 70.04%. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi non karyawan 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat berada dalam kategori baik. 

 

B. Uji Asumsi Klasik 

Tabel 1. 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test 

 

 

Unstandardized 

 Residual 

N 100 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0,0000000 

Std. 

Deviation 

4,47035067 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,081 

Positive 

   

0,081 

Negative -0,074 

Test Statistic 0,081 

Asymp. Sig. (2-tailed) .109c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022) 

 

Hasil dari tabel 1. dapat dilihat pada hasil uji normalitas yang memakai metode nonparametrik One-sample (K-

S) mempunyai nilai Sig diatas dari 0.05 yang memiliki nilai 0.109, berarti hasil uji normalitas terdistribusi dengan 

normal. 
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Tabel 2. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

 

 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

Collinearity Statistics 

 

Model 

 

B 

Std. 

Error 

 

Beta 

 

Tolerance 

 

VIF 

1 (Constant) -8,001 4,051  -1,975 0,051   

TOTAL_SAPM 0,149 0,075 0,165 1,993 0,049 0,603 1,657 

TOTAL_SP 0,341 0,114 0,289 3,004 0,003 0,446 2,242 

TOTAL_PP 0,129 0,117 0,108 1,099 0,274 0,430 2,324 

TOTAL_KPF 0,454 0,111 0,362 4,068 0,000 0,520 1,923 

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP 

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022) 

 

Hasil dari tabel 2. yang merupakan hasil dari pengujian multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance pada 

masing-masing variabel diatas 0.10, serta nilai VIF (Variance Inflation Factors) dari masing-masing variabel 

dibawah 10, berarti hasil uji multikoliaritas menunjukkan tidak berkorelasi atau terjadinya multikolinearitas pada 

masing-masing variabel yang dipakai pada penelitian kali ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022) 

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil dari gambar 2. dapat dilihat pada grafik scatterplot bahwa tidak terbentuknya suatu pola dalam grafik 

tersebut dikarenakan data menyebar secara acak, berarti dalam hasil penelitian ini tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

 

Tabel 3 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

 

 

Model 

 

 

R 

 

 

R Square 

 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

 

Durbin- 

Watson 

Scatterplot 
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1 
 

0.5 
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1 .780a 0,609 0,592 4,563 1,994 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KPF, TOTAL_SAPM, TOTAL_SP, 

TOTAL_PP 

b. Dependent Variable: TOTAL_KWP 

 

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022) 

Berdasarkan tabel 3, jika dilihat dari rumus yaitu du < d < 4-du maka perhitungannya 1.7582 < 1.994 < 2.2418 

artinya bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Tabel 4. 

Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

 

Model 

 

Sum of 

Squares 

 

df 

 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

1 Regression 3076,091 4 769,023 36,927 .000b 

Residual 1978,419 95 20,825   

Total 5054,510 99    

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP 

b. Predictors: (Constant), TOTAL_KPF, TOTAL_SAPM, TOTAL_SP, TOTAL_PP 

 

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022) 

 

Hasil dari tabel 3. dapat dilihat dengan hasil siginifikan yang dihasilkan senilai 0,000 maka hasil tersebut 

dibawah 0,05, yang menyatakan setiap variabel independen dalam penelitian ini berkorelasi secara bersamaan atau 

(simultan) kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan kepada KPP Pratama Serang Barat. 

 

Tabel 5. 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

 

 

Model 

 

 

R 
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Square 

 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .780a 0,609 0,592 4,563 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KPF, TOTAL_SAPM, 

TOTAL_SP, TOTAL_PP 

b. Dependent Variable: TOTAL_KWP 

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022) 

 

Hasil dari tabel 4. memaparkan bahwa koefisien determinasi mempunyai hasil Adjusted R Square senilai 

0.592 atau senilai 59.2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki pengaruh senilai 59.2% 

oleh variabel sistem administrasi perpajakan modern, sosialiasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kualitas 

pelayanan fiskus. Sedangkan 40.8% dimiliki masing-masing variabel yang tidak tercantum pada penelitian ini. 

 

Tabel 6. 

Uji T (Parsial) 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. Model B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,001 4,051  -1,975 0,051 

TOTAL_SAPM 0,149 0,075 0,165 1,993 0,049 

TOTAL_SP 0,341 0,114 0,289 3,004 0,003 

TOTAL_PP 0,129 0,117 0,108 1,099 0,274 

ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.9, No.5 Oktober 2022 | Page 3207



 

 

TOTAL_KPF 0,454 0,111 0,362 4,068 0,000 

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP 

Sumber : SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022) 

 

Hasil dari tabel 5. pada hasil uji parsial variabel X1 (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) mempunyai hasil 

koefisien regresi senilai 0.149 dengan memiliki nilai signifikansinya senilai 0,051 < 0.05 berarti variabel sistem 

administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pada variabel X2 (Sosialisasi Perpajakan) mempunyai hasil koefisien regresi senilai 0,341 yang menghasilkan 

nilai signifikannya senilai 0.003 < 0,05, berarti variabel sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pada variabel X3 (Pemerikaan Pajak) memiliki hasil koefisien regresi sebanyak 0.129 yang menghasilkan nilai 

signifikannya senilai 0.274 > 0.05, yang berarti variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Pada variabel X4 (Kualitas Pelayanan Fiskus) mempunyai hasil koefisen regresi senilai 0.454 yang 

menghasilkan nilai signifikannya senilai 0.000 < 0.05, berarti variabel mengenai kualitas pelayanan fiskus 

mempunyai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

V. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan hasil uji simultan yaitu bahwa pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi 

perpajakan, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat, serta diperolehnya hasil koefisen 

determinasi sebesar 0.592 atau 59.2% maka Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi sebesar 59.2% oleh variabel 

independen dalam penelitian ini. 

B. Kesimpulan hasil uji parsial sebagai berikut: 

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat. 

2. Sosialiasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat. 

3. Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

non karyawan di KPP Pratama Serang Barat. 

4. Kualitas Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Serang Barat. 
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